BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil andisa yang telah dibahas dalam BAB V, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait implementasi dimens insentif dan sanks disimpulkan bahwa:
Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan insentif dalam bentuk
apresiasi lisan kepada penyelenggara paud. Tetapi tidak menegakan sanksi
dengan jelas dan tegas. Sehingga penyelenggara paud tidak mematuhi
dimens insentif karena tidak termotivas akan Insentif yang
diberikan.sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara paud tidak
sesual dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2
Tahun 2016

2. Terkait implementasi dimensipemantauan dapat disimpulkan bahwa:Dinas
Pendidikan tidakmelakukan pemantauansecara detail dan konsisten dalam
lembaga Paud. Hal ini menunjukan ketidak patuhan penyelenggara PAUD
daam pengelolaan dan pelaporaran dana BOP PAUD yang banyak
melenceng dari petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

3. Terkait implementasi sumber daya dapat disimpulkan bahwa Dinas
Pendidikan menyediakan sumber daya yang mau melakukan kerjasama
dan membimbing penyelenggara paud. Tetapi adanya pembimbing tidak
menunjukan kepatuhan dari penyelenggara Paud untuk mematuhi aturan

yang ada.
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4. Terkait implementasi dimensi otonomi dapat disimpulkan bahwa Dinas
Pendidikan tidak memberikan wewenang kepada penyelenggara paud jika
hal tersebut menyangkut penggunaan dana BOP. Sehingga dalam
kepatuhannya terhadap dimensi otonomi penyelenggara paud tidak
mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 tahun
2016.

5. Terkait implementasi dimensi informasi dapat dissimpulkan bahwa Dinas
Pendidikan sudah memberikan informasi dengan baik dan relevan dengan
juknisnya dan secara terus- menerus dilakukan. Namun informasi yang
diberikan oleh dinas pendidikan kepada penyelenggara paud tidak
dikelolah dengan baik. Hal ini mengakibatkan ketidak patuhan oleh
penyelenggara paud dalam mengelolah informasi yang diberikan oleh
Dinas Pendidikan.

6. Terkait perilaku dan nilai dapat disimpulkan bahwa:

» Perilaku penyelenggara paud tidak bertanggung jawab dan lebih
mementingkan kepentingan — kepentingan yang mereka butuhkan
dilapangan sgja. Hal menunjukkan tidak patuhnya penyelenggara
paud terhadap kebijakan yang ada.

» Dinas pendidikan selaku penanggung jawab untuk pengelolaan
dana BOP PAUD harus memiliki sikap tegas bagi penyelenggara
paud yang meleceng dari kebijakan Penggunaan Dana BOP PAUD

yang sesuai dengan Juknisnya.
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Berdasarkan seluruh dimensi kepatuhan yang di jelaskan diatas,
dapat disimpulkan terjadi ketidakpatuhan dari penyelenggara paud Yyaitu
Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al- Barokah yang berada di
Kecamatan Taman Sari. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena
pemberian insentif yang menurut penyelenggara paud tidak terlalu
berpengaruh untuk lembaga paud mereka dan sanksi yang tidak tegas
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2
Tahun 2016, lemah dan tidak konsistennya pemantauan yang dilakukan,
sumberdaya manusia yang sudah disediakan tapi tidak digunakan dengan
baik oleh penyelenggara, tidak adanya otonomi, informasi yang diterima
tidak dikelolah dengan baik oleh penyelenggara paud serta perilaku dan
nilai yang tidak sesuai diterapkan oleh pemerintah terhadap penyelenggara
paud.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pendlitian diatas, saran yang dapat
diberikan oleh peneliti kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dan
Penyelenggara Paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud
Al- Barokah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
a. Memberikan insentif yang lebih memacu/ motivasi penyelenggara
paud untuk lebih baik dan bertanggung jawab, misalnya dengan

memberikan  bonus  dan  penghargaan  berupa  barang/
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piagam.Pemberian insentif harus konsisten dilakukan oleh dinas
pendidikan Kota Bandung.

b. Dinas pendidikan berkerja sama dengan pihak yang lebih berwenang
untuk menegakkan sanks yang tegas bagi penyelenggara paud yang
melanggar.

c. Dibutuhkan penambahan petugas penilik yang berkualitas dan tegas
untuk melakukan pemantauan di lapangan.

d. Sumber daya yaitu pembimbing yang disediakan oleh Dinas
Pendidikan harus mampu bekerja sama dengan penyelenggara paud.

e. Memberikan otonomi kepada penyelenggara paud atas pengelolaan
dan pelaporan dana BOP PAUD sesuai kebutuhan lembaga paud
dilapangan.

f. Daam memberikan informas dinas pendidikan harus menyediakan
orang — orang yang memahami dengan bak isi Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016, pembimbing yang
memberikan informasi salah kepada penyelenggara paud diberikan
teguran/ sanksi.

g. Sikap yang tegas yang harus diterapkan oleh dinas pendidikan yang
mengakibatkan penyelenggara patuh terhadap kebijakan yang ada.

2. Penyelenggara Paud
a. Penyelenggara paud harus mengikuti sanks yang diterapkan jika

ditemukannya pelanggaran.
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b. Penyelenggara paud menggunakan otonomi yang diberikan dengan
sebaik- baiknya.

c. Penyelenggara paud menjelaskan kebutuhan yang mereka butuhkan
dilapangan untuk menunjang proses belgar mengajar menggunakan
Dana BOP PAUD.

d. Penyelenggara paud yang menerima informasi harus mampu
mengelolah informasi yang baik dan buruk.

e. Penyelenggara paud harus mengkomunikasikan kepada dinas
pendidikan apa yang dibutuhkan  dalam kegiatan operasional

penyel enggaraan paud.

Dengan demikian saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan harapan
Dinas Pendidikan Kota Bandung, Penyelenggara Paud yaitu Paud Az- Zahra,
Paud Karang Sari, dan Paud Al- Barokah serta seluruh aktor yang terlibat agar
dapat bekerjasama dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di

Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.
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